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PUTUSAN
Nomor 2954/Pdt.G/2024/PA.Nph

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 1 Juli 1995, agama Islam,
pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat,
Jawa Barat, Girimukti, Saguling, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Angga Gustian
Widodo,S.H.,M.H., dan Ponco Putra, S.H.,
M.H., advokat/penasihat hukum pada Kantor
Hukum ANGGA LAW OFFICE yang beralamat
di JI. Sindangsari, Desa Cimareme Kecamatan
Ngamprah Kab. Bandung Barat, E-Mail:
anggagustianwidodo92@gmail.com, dengan
alamat elektronik
anggagustianwidodo92@gmail.com,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31
Oktober 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan nomor 1654/K/2024 tanggal 21
November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 5 Juli 1998, agama Islam,
pekerjaan Ilbu Rumah Tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Rumah Kediaman

Orang Tua An.Bapa Xxxxx, Xxxxx, Kabupaten
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Bandung Barat, Jawa Barat, Kode Pos 40560,
Girimukti, Saguling, Kabupaten Bandung Barat,

Jawa Barat, sebagai Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah
pada tanggal 21 November 2024 dengan register perkara Nomor
2954/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada hari Ahad, 17 April 2016 telah dilangsungkan
perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut
hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut
terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saguling, Kabupaten
Bandung Barat sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor xxxxx,
tanggal 17 April 2016 bertepatan dengan 10 Rojab 1437H.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan  Termohon
dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang
diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di Xxxxx, Kabupaten Bandung Barat.
4. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon
telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama:
4.1 xxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki;
4.2 xxxxx  Saat ini kedua orang anak tersebut tinggal bersama

dengan Termohon.
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5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah
tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Februari 2023,
ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah setelah
antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran
secara terus menerus sampai dengan saat ini, dari keterangan Pemohon
disebabkan oleh:

5.1 Termohon sering mengeluh terkait nafkah yang diberikan oleh

Pemohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon

sering sertengkar;
6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan
pisah ranjang dari bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang serta sudah
tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-Istri,
Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini
kembali ke rumah kediaman orang tua yang beralamat di Kp.Lemah Duhur,
Rt.003 Rw.002 Desa Girimukti, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung
Barat, Jawa Barat, Kode Pos 40560;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang
dihadapi, Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga
Pemohon maupun keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian terbaik
terkait rumahtangganya, namun usaha itu tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon
sebagaimana yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina dan di
pertahankan sehingga sudah jauh dari tujuan sebuah perkawinan yaitu
untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, oleh karena itu
untuk kemaslahatan bersama lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan
Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas
dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup
rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Ngamprah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk datang menghadap sebagai wakil’lkuasanya meskipun menurut surat
panggilan (relaas) Nomor 2954/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun
ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam
persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali
menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam
sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat
didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa
hadirnya Termohon;
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-daliil permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti sebagai berikut:
A. Surat:
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 17 April 2016
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan KUA Saguling Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa
Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan
dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);
B. Saksi:
1. xxxxx Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku
sebagai tetangga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, hamun sejak Februari
2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara
langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuntut nafkah
yang lebih dari Pemohon diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa kurang lebih sejak Juni 2023 hingga sekarang
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena

Pemohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya
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sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya
suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun
tidak berhasil;
2. xxxxx Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku
sebagai kakak sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang
sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon
rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2023, keharmonisan
rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara
langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena
Termohon menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon diluar
kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal
sejak Juni 2023 karena Pemohon pergi dari rumah bersama dan
selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun
tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)
dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut

Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah
Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan
Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah.

Menimbang, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-
court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a
guo, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik
berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
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Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa
hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat
Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah
memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat
Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima
Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan
Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara
ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim
berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan

oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang
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dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon
agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa
Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada
Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan
talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan Februari 2023 antara
Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan sebab Termohon sering mengeluh terkait nafkah yang diberikan
oleh Pemohon, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering
sertengkar, yang akhirnya sejak Juni 2023 Pemohon dengan Termohon
berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak
dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di
persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya
itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus
dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini
dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan
telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang
perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran
materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang
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telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam
pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht),
bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka
sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung (P),
telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang
sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum
untuk mengajukan perkara ini. Selanjutnya perihal perbedaan tanggal lahir dan
nomor akta nikah Penggugat dan Tergugat yang tercantum pada gugatan dan
P, mengingat P adalah akta autentik maka patutlah Majelis mencantumkan data
tersebut dalam Putusan ini berdasarkan P;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh
Pemohon adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon
dengan Termohon Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi
ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang
Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah
memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah
pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Pemohon
telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxxxx;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang
tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga
dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan
secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;
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Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Februari
2023, serta saksi pertama Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut
disebabkan karena Termohon menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon diluar
kemampuan Pemohon dan saksi kedua Pemohon menyatakan
ketidakharmonisan tersebut di sebabkan karena Termohon menuntut nafkah
yang lebih dari Pemohon diluar kemampuan Pemohon yang mana
keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri
karena Para saksi keduanya pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara satu dengan
yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sesuai Pasal 170, 171, dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-
saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti
Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Februari 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan
karena Termohon menuntut nafkah yang lebih dari Pemohon diluar
kemampuan Pemohon;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada Juni 2023, Pemohon dengan
Termohon pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak
menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan
Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk
mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal
sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak
mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;
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Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah
adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi
melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri,
sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan
terjadi kemadlaratan yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak
akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan gaidah
figih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

@hmilgﬂegﬁs?&amwif—_).:

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik
manfaat”;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon
dan Termohon yang telah terbukti pecah (broken down marriage) dan tidak ada
lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt)
tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab
ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat
alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada
perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal
terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”;
Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon,
maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan
talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam dan Pasal 125 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat

dikabulkan secara verstek;
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Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Bagarah ayat 227, yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai
berikut;

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati)) untuk
menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon,
maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan
talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka
sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan
untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Ngamprah;

4. Membebankan  biaya perkara kepada Pemohon sejumlah
Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 2954/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Wawan
Mulyawan, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riana Elfriyani, S.H., M.H. dan
Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs.
Harun Nur Rasyid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon
didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Wawan Mulyawan, Lc., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Riana Elfriyani, S.H., M.H. Rivaldi Fahlepi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Harun Nur Rasyid
Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

- Proses :Rp 75.000,00

- Panggilan : Rp 34.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00

- Sumpah :Rp 50.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00

- Meterai - Rp _10.000,00

Jumlah :Rp 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah).
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